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ABSTRAKSI : - bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna menciptakan pelayanan

publik yang prima di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu
mengatur kembali pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan
perundang-undangan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015
tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun
2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelayanan publik di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu mengatur ketentuan umum, ruang
lingkup pelayanan publik, standar pelayanan dan maklumat pelayanan, sarana dan
prasarana, survei kepuasan masyarakat, pengaduan pelayanan publik, sistem
informasi, pemanfaatan teknologi Informasi, Inovasi pelayanan publik. BAB X
mengatur pelayanan terpadu, penghargaan, sanksi, dan kompensasi, penilaian
kinerja, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20/05/2021
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 32/PERMENKP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1137), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 599), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
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